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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya
kepada kita, sehingga di sela-sela kesibukan rutinitas yang cukup
menyita waktu, akhirnya buku yang berjudul “Hakikat Hukum
Adat Kearifan Lokal dan Relevansi Bagi Pengembangan Hukum
Nasional” dapat diselesaikan.

Dalam buku ini tertulis kearifan lokal dan adat budaya
Lampung yang masih dilestarikan hingga saat ini. Orang Lampung
dalam sistem adatnya terbagi dalam dua kelompok adat, yaitu
kelompok orang Lampung yang beradat Pepadun dan kelompok
orang Lampung yang beradat Saibatin. Sebagaimana telah
dijelaskan dalam buku ini penulis mencoba memberikan sebuah
gagasan atau tawaran awal tentang bangunan filsafat hukum adat,
dengan mengemukakan apa yang menjadi landasan filsafat hukum
adat, yaitu mengungkap aspek ontologis, epistemologis dan aspek
aksiologis dengan demikian sebagai tawaran awal niscaya masih
memerlukan kajian-kajian lebih lanjut.

Buku ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik
dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh
pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Namun
demikian besar harapan kami buku ini akan menjadi bahan yang
akan memberikan manfaat akan penting dan terus melestarikan
adat Lampung. Kemudian harapan besar pemerintah serius dalam
mengakui dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem
hukum nasional.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah
membantu dalam penyelesaian buku ini, semoga menjadi amal
ibadah serta bakti kita pada masyarakat Lampung dan Negara
Indonesia.
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Akhir kata semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa
senantiasa menjaga dan melindungi Negera Kesatuan Republik
Indonesia yang kita cintai dan menjadikannya Negara yang adil dan
makmur serta diberi kekuatan dalam menghadapi berbagai
tantangan yang ada.

Bandar Lampung, 31 Maret 2024

Penulis
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BAB
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara Rule of Law atau bangsa
yang berdasarkan undang-undang, ini menyiratkan bahwa
semua kegiatan kenegaraan harus didasarkan pada aturan-
aturan hukum yang ada dan berlaku. Hukum bermula dari nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat besar baik tertulis maupun
tidak tertulis yang dimana sumber hukum tidak tertulis ini
banyak ditemukan di Indonesia. Bentuk hukum yang tidak
tertulis ini adalah hukum adat ataupun kearifan lokal (local
wisdom) yang keberadaannya masih diakui sebagai sebuat
norma etika dan mempunyai sanksi resmi. Hukum yang berlaku
di Indonesia Saat ini ia menampilkan warna yang lebih positif,
yang menunjukkan hal itu dalam pandangan dunia hukum
mengutamakan hukum yang tersusun seperti undang-undang,
Peraturan Pemerintahan, Peraturan Daerah dan sebagainya
serta dalam pengesahannya tetap memperhatikan pedoman
keabsahannya sehingga hukumnya bersifat kaku serta
mengabaikan hukum yang tidak tertulis (kearifan lokal).

Dinamika antara hukum tertulis dan tidak tertulis di
Indonesia menggambarkan sebuah realitas kompleks di mana
kedua jenis hukum saling berinteraksi dan memengaruhi satu
sama lain. Meskipun hukum tertulis, seperti undang-undang
dan peraturan resmi, secara formal mengatur banyak aspek
kehidupan kenegaraan, hukum tidak tertulis, yang meliputi
hukum adat dan kearifan lokal, tetap memiliki pengaruh yang



BAB TINJAUAN
HUKUM
DI INDONESIA

A. Pengertian Ilmu Hukum

Pertanyaan mendasar "Apa itu hukum?" atau "What is
law?" sering kali menjadi titik awal dalam eksplorasi terhadap
studi hukum. Banyak pakar hukum yang terlibat dalam
perdebatan yang berkelanjutan untuk mencari jawaban atas
pertanyaan tersebut, sebuah diskusi yang telah ada sejak zaman
Plato dan Socrates hingga saat ini.

Pada dasarnya, definisi atau konsepsi tentang hukum sulit
untuk diformulasikan secara tegas dan sempurna karena hukum
mencakup berbagai aspek dan senantiasa beradaptasi dengan
perubahan zaman. Seperti yang dikutip oleh Van Apeldoorn
(1999: 1), Immanuel Kant mengingatkan bahwa hampir semua
ahli hukum terus-menerus berupaya mencari definisi hukum
yang paling akurat ("Noch Suchen Die Juristen Eine Definition Zu
Ihrem Begriffe Von Recht").

Meskipun tidak mungkin memberikan definisi hukum
yang komprehensif, beberapa pakar hukum menawarkan
pandangan mereka tentang makna hukum, termasuk:

1. Menurut Van Apeldoorn, definisi hukum sangatlah
kompleks. la membandingkan pencarian makna hukum
dengan mencari pengertian tentang gunung. Bedanya,
gunung memiliki dimensi fisik yang dapat diamati, sedang-
kan hukum tidak. Dalam masyarakat, ada dua pandangan
umum tentang hukum: Pertama, pandangan Ontwikkelde Leek,
yang memandang hukum sebagai serangkaian pasal dalam
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BAB
KARAKTERISTIK

DAN FILSAFAT HIDUP
ORANG LAMPUNG

A. Hukum dan Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Nasional

Pengembangan hukum yang berakar pada budaya telah
dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1925, C van
Vollenhoven melakukan studi untuk memetakan penyebaran
hukum adat di Indonesia. Studi tersebut berhasil menganalisis
karakteristik khusus dari hukum adat yang ada di berbagai
masyarakat di wilayah hukum adat, menghasilkan identifikasi
19 wilayah hukum adat di Indonesia. Berkat usahanya,
implementasi hukum-hukum negara (oleh lembaga-lembaga
yudisial pemerintah kolonial) menjadi lebih sesuai dengan
hukum yang berlaku di tengah masyarakat setempat (Soetandyo
Wignjosoebroto, 2002).

Eksistensi hukum adat di Indonesia hingga saat ini diakui
secara konstitusional. Sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
selama masih relevan dengan perkembangan dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".
Selain itu, Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
menegaskan bahwa identitas budaya dan hak-hak masyarakat
tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan
peradaban.

Berbagai undang-undang juga menyinggung tentang
eksistensi hukum adat dan masyarakat adat, termasuk dalam
Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun
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BAB LANDASAN HAKIKAT
HUKUM ADAT
LAMPUNG SEBAGAI
POTENSI PEMBANGUNAN
HUKUM NASIONAL

Karl Mannheim menyatakan bahwa pembangunan di bidang
hukum berarti mengusahakan keserasian yang lebih mantap antara
ketertiban dengan ketentraman. Sedangkan menurut Satjipto
Rahardjo (2009), pembangunan hukum sekaligus mengandung dua
makna, yaitu usaha memperbaharui hukum positif sehingga sesuai
dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat
perkembangannya yang mutakhir (modernisasi hukum) sekaligus
sebagai usaha untuk memfungsional hukum dalam masa
pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-
perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat
yang sedang membangun. Karl Mannheim dan Satjipto Rahardjo
bersamaan pandangan bahwa pembangunan hukum merupakan
usaha yang tidak berdiri sendiri, melainkan perlu dilihat
kehadirannya dalam konteks perubahan sosial dan tata nilai
(modernisasi). Pembangunan hukum pada hakekatnya berkaitan
pula dengan segi -segi kehidupan lainnya. Kaitan hukum dengan
segi-segi lainnya adalah sama-sama merupakan gejala sosial. Oleh
karena itu, proses pembangunan hukum selalu dibatasi oleh
perubahan sosial yang terjadi. Pembangunan hukum memiliki
makna yang progresif sekaligus adaptif. Pembangunan bermakna
progresif karena sifatnya yang selalu aktif memperbaharui hukum
menuju ke arah yang diinginkan oleh masyarakat dan usahanya
untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Sedangkan
adaptif karena usahanya untuk untuk melayani masyarakat pada
tingkat perkembangannya yang mutakhir (Alo Liliweri, ibid).
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